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ABSTRAK 

Abstrak : Perkebunan kelapa sawit telah menjadi sektor strategis dalam pembangunan 

ekonomi Indonesia, termasuk di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan 

Barat. Sejak diperkenalkan melalui skema PIR-BUN pada tahun 1980-an, wilayah ini 

telah mengalami transformasi besar, baik dalam pemanfaatan lahan maupun struktur 

sosial ekonomi masyarakat setempat. Saat ini, perkebunan kelapa sawit mendominasi 

lebih dari separuh luas wilayah Parindu, memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap pertumbuhan pendapatan dan kesempatan kerja. Namun, di samping 

manfaat-manfaat tersebut, berbagai eksternalitas negatif juga muncul, mulai dari 

degradasi lingkungan dan konflik sosial hingga kerentanan ekonomi akibat fluktuasi 

harga minyak sawit mentah (CPO). Studi ini bertujuan untuk mengkaji eksternalitas 

perkebunan kelapa sawit di Parindu secara komprehensif dengan menggunakan 

pendekatan metode campuran. Penilaian dilakukan melalui Metode Penilaian 

Kontinjensi (Contingent Valuation Method/CVM) untuk mengukur kesediaan 

masyarakat untuk membayar kompensasi lingkungan, Metode Biaya Penggantian 

(Replacement Cost Method/RCM) untuk memperkirakan biaya restorasi lahan 

terdegradasi, Penetapan Harga Hedonik untuk mengkaji dampak eksternalitas 

terhadap nilai lahan, dan penilaian emisi karbon berdasarkan standar IPCC. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa eksternalitas negatif atau total kerugian di Parindu 

mencapai sekitar Rp129 miliar per tahun, yang berasal dari biaya sosial, degradasi 

lahan, penurunan nilai lahan, dan emisi karbon. Studi ini menyoroti pentingnya 

mengintegrasikan penilaian eksternalitas ke dalam perencanaan tata ruang dan 

kebijakan perkebunan berkelanjutan. Rekomendasi utama meliputi promosi praktik 

ramah lingkungan, penguatan hak atas tanah adat, dan pemanfaatan insentif karbon 

sebagai peluang ekonomi baru. Dengan demikian, pengelolaan kelapa sawit di Parindu 

harus diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produksi tetapi juga untuk 

keberlanjutan sosial dan ekologis jangka panjang. 

Kata Kunci : Perkebunan kelapa sawit; Penilaian ekonomi; Keberlanjutan lingkungan; 

Hak atas tanah adat; Emisi karbon. 

Abstract : Oil palm plantations have become a strategic sector in Indonesia’s economic 
development, including in Parindu Subdistrict, Sanggau Regency, West Kalimantan. 
Since their introduction through the PIR-BUN scheme in the 1980s, this region has 
undergone major transformations in both land use and the socio-economic structure of 
local communities. Today, oil palm plantations dominate more than half of Parindu’s 
land area, contributing significantly to income growth and employment opportunities. 
However, alongside these benefits, various negative externalities have also emerged, 
ranging from environmental degradation and social conflicts to economic vulnerability 
due to fluctuating crude palm oil (CPO) prices. This study aims to comprehensively 
assess the externalities of oil palm plantations in Parindu using a mixed methods 
approach. Valuation was conducted through the Contingent Valuation Method (CVM) to 
measure the community’s willingness to pay for environmental compensation, the 
Replacement Cost Method (RCM) to estimate restoration costs of degraded land, 
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Hedonic Pricing to examine the impact of externalities on land values, and carbon 
emission valuation based on IPCC standards. The results reveal that negative 
externalities or total losses in Parindu amount to approximately IDR 129 billion per 
year, derived from social costs, land degradation, declining land values, and carbon 
emissions. This study highlights the importance of integrating externality valuation into 
spatial planning and sustainable plantation policies. Key recommendations include 
promoting environmentally friendly practices, strengthening indigenous land rights, and 
leveraging carbon incentives as new economic opportunities. Thus, the management of 
oil palm in Parindu should be directed not only toward increasing production but also 
toward long-term social and ecological sustainability. 
 
Keywords : Oil palm plantation; Economy valuation; Environmental sustainability; 
Indigenous land rights; Carbon emission. 
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LATAR BELAKANG 

Kelapa sawit telah menjadi salah satu komoditas perkebunan utama di 

Indonesia, yang menyumbang lebih dari 50% produksi minyak nabati dunia pada 

tahun 2022 (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2023). Di Kalimantan 

Barat, provinsi ini menempati posisi kedua terbesar dalam luas lahan perkebunan 

kelapa sawit setelah Riau, dengan total luas mencapai 3,5 juta hektar pada tahun 

2021 (Badan Pusat Statistik, 2022). Kabupaten Sanggau, sebagai salah satu 

kabupaten penghasil utama di provinsi tersebut, memiliki luas perkebunan kelapa 

sawit sebesar 150.000 hektar, yang menyumbang 15% dari total produksi minyak 

sawit Kalimantan Barat (Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, 2021). 

Khususnya di Kecamatan Parindu, wilayah ini telah berkembang menjadi sentra 

perkebunan kelapa sawit sejak era 1980-an, dan mengalami transformasi 

signifikan, dengan luas lahan perkebunan mencapai 41.919 hektar pada tahun 

2022, menghasilkan produksi tahunan 125.634 ton tandan buah segar (TBS) yang 

terus meningkat seiring permintaan pasar global (Sabinus & Yurisinthea, 2021). 

Perkembangan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, tetapi 

juga mengubah pola mata pencaharian dari perladangan subsisten dan karet 

menjadi ekonomi pasar berbasis sawit, yang kini mendominasi 61,33% luas 

wilayah (Arkanudin, 2024). 

Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Parindu tidak hanya 

didorong oleh faktor agronomis yang mendukung, seperti tanah gambut dan iklim 

tropis yang ideal, tetapi juga oleh kebijakan pemerintah nasional yang mendorong 

ekspansi perkebunan untuk mengurangi kemiskinan pedesaan (Susila, 2019). 

Menurut data dari Direktorat Jenderal Perkebunan, produksi tandan buah segar 

(TBS) kelapa sawit di Kecamatan Parindu mencapai 250.000 ton per tahun pada 

2022, yang menghasilkan nilai tambah ekonomi sebesar Rp 1,5 triliun (Direktorat 

Jenderal Perkebunan, 2023). Valuasi ekonomi perkebunan kelapa sawit menjadi 
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instrumen penting untuk mengukur kontribusi sektor ini terhadap perekonomian 

daerah, mencakup aspek finansial seperti pendapatan petani, pajak daerah, dan 

multiplier effect terhadap sektor pendukung seperti transportasi dan pengolahan 

(Husin et al., 2020). 

Valuasi ekonomi tidak terbatas pada nilai moneter produksi semata, 

melainkan juga melibatkan analisis contingent valuation untuk menilai manfaat 

non-pasar seperti pelestarian biodiversitas dan jasa ekosistem (Obidzinski et al., 

2018). Di Kecamatan Parindu, valuasi ini krusial karena perkebunan kelapa sawit 

telah mengubah struktur ekonomi masyarakat, di mana pendapatan per kapita 

petani sawit meningkat 40% dibandingkan petani padi tradisional pada periode 

2015-2020 (Sari & Wijaya, 2021). Selain itu, sektor ini menciptakan lapangan kerja 

bagi lebih dari 10.000 pekerja lokal, yang berkontribusi terhadap penurunan 

tingkat pengangguran dari 8% menjadi 4,5% di kecamatan tersebut (Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Sanggau, 2022). 

Dalam konteks kebijakan, valuasi ekonomi perkebunan kelapa sawit di 

Kecamatan Parindu mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja, yang menekankan pengembangan perkebunan 

berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing ekspor (Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian, 2021). Studi sebelumnya menunjukkan bahwa nilai 

ekonomi bersih (net economic value) dari perkebunan sawit di Kalimantan Barat 

mencapai Rp 50 juta per hektar per tahun, dengan return on investment (ROI) 

rata-rata 25% untuk petani plasma (Prabowo & Santoso, 2017). Namun, fluktuasi 

harga CPO global, yang turun 20% pada 2020 akibat pandemi COVID-19, telah 

memengaruhi stabilitas ekonomi petani di Parindu (Gapki, 2021). 

Tantangan utama dalam valuasi ekonomi perkebunan kelapa sawit di 

Kecamatan Parindu meliputi isu keberlanjutan lingkungan, di mana deforestasi 

akibat ekspansi lahan mencapai 5.000 hektar antara 2014-2019, yang berdampak 

pada emisi karbon setara 100.000 ton CO2 per tahun (Austin et al., 2019). Selain 

itu, konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat adat sering terjadi, dengan 

30% kasus sengketa di Sanggau terkait hak ulayat (Afrizal & Anderson, 2020). 

Valuasi ekonomi juga harus mempertimbangkan biaya eksternalitas seperti 

degradasi tanah dan polusi air, yang diperkirakan mencapai Rp 200 miliar per 

tahun di wilayah tersebut (Carlson et al., 2018). Oleh karena itu, pendekatan 

valuasi terintegrasi, yang menggabungkan metode cost-benefit analysis (CBA) dan 

social return on investment (SROI), diperlukan untuk menangkap dampak holistik 

(Nugroho et al., 2022). 

Peluang pengembangan lebih lanjut terletak pada sertifikasi RSPO 

(Roundtable on Sustainable Palm Oil), yang telah diadopsi oleh 40% perkebunan di 

Parindu sejak 2018, meningkatkan premi harga ekspor hingga 10% (RSPO, 2023). 

Selain itu, integrasi dengan bioekonomi, seperti produksi biodiesel dari limbah 

sawit, dapat menambah nilai ekonomi sebesar Rp 500 miliar per tahun (Basiron, 

2019). Studi kasus di Kecamatan Parindu menunjukkan bahwa petani yang 

menerapkan praktik agroforestry mengalami peningkatan produktivitas 15% 

sambil menjaga keanekaragaman hayati (Maryanto et al., 2021). 
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Secara sosial, perkebunan kelapa sawit telah mengubah pola migrasi dan 

urbanisasi di Parindu, dengan influx penduduk dari luar daerah mencapai 20% 

pada dekade terakhir, yang mendukung pertumbuhan UMKM terkait pengolahan 

sawit (Lubis & Suryahadi, 2020). Namun, ketimpangan pendapatan tetap menjadi 

isu, di mana petani independen hanya menerima 30% dari nilai rantai pasok, 

sementara perusahaan besar mendominasi 70% (Feintrenie et al., 2019). Valuasi 

ekonomi yang inklusif dapat membantu merancang program pemberdayaan petani 

kecil, seperti skema kemitraan plasma yang telah meningkatkan akses  bagi 5.000 

petani di Sanggau (Bank Indonesia, 2022). 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan valuasi ekonomi komprehensif 

perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Parindu, dengan fokus pada periode 2014-

2023, menggunakan data primer dari survei lapangan dan sekunder dari instansi 

terkait. Hasilnya diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan untuk 

pengembangan berkelanjutan, termasuk optimalisasi rantai nilai dan mitigasi 

risiko lingkungan. Dengan demikian, studi ini tidak hanya berkontribusi pada 

pemahaman lokal, tetapi juga mendukung agenda nasional Sustainable 

Development Goals (SDGs), khususnya SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan 

Ekonomi) dan SDG 15 (Kehidupan di Darat) (United Nations, 2021). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, yang 

mengintegrasikan elemen kuantitatif dan kualitatif untuk melakukan valuasi 

ekonomi dan eksternalitas perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Parindu, 

Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pendekatan ini dipilih karena sifat 

eksternalitas yang kompleks, melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan 

yang memerlukan data numerik untuk pengukuran moneter serta narasi 

mendalam untuk konteks lokal (Creswell & Plano Clark, 2018). Desain penelitian 

bersifat eksplanatori sekuensial, di mana data kuantitatif dikumpul terlebih dahulu 

untuk estimasi nilai, diikuti analisis kualitatif untuk interpretasi dampak sosial 

(Ivankova et al., 2020).  

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Parindu, yang terdiri dari 10 desa utama 

dengan luas wilayah 682,5 km² dan populasi sekitar 25.000 jiwa, di mana 70% 

penduduk bergantung pada perkebunan sawit (BPS Kabupaten Sanggau, 2023). 

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada dominasi lahan sawit 41.919 Ha dan 

keragaman stakeholder, termasuk petani mandiri, pekerja perusahaan, dan 

masyarakat adat Dayak (Sabinus & Yurisinthea, 2021).  

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Kabupaten Sanggau (2023), Populasi 

target mencakup 5.000 rumah tangga petani sawit dan 2.000 pekerja non-petani di 

kecamatan tersebut. Sampel diambil menggunakan teknik stratified random 

sampling untuk memastikan representasi: 300 responden kuantitatif (200 petani 

mandiri, 50 pekerja perusahaan, 50 masyarakat adat) dan 30 informan kualitatif 

(10 per desa, termasuk kepala desa, LSM lingkungan, dan perwakilan perusahaan). 

Ukuran sampel kuantitatif ditentukan dengan rumus Slovin : 
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𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

di mana n adalah ukuran sampel, N = 7.000 (populasi total), dan e = 0,05 (margin 

kesalahan 5%), menghasilkan minimal 254 responden, yang dibulatkan menjadi 

300 untuk margin kesalahan yang lebih rendah (Yamane, 2019). Untuk kualitatif, 

purposive sampling digunakan untuk memilih informan kunci dengan pengalaman 

minimal 5 tahun di sektor sawit (Patton, 2015). 

Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi 

partisipatif. Survei kuantitatif menggunakan kuesioner berbasis Contingent 

Valuation Method (CVM) untuk mengukur Willingness to Pay (WTP) dan 

Willingness to Accept (WTA) atas mitigasi eksternalitas, seperti restorasi lahan 

dan pelestarian air (Mitchell & Carson, 2019). Kuesioner dirancang dengan skala 

Likert untuk persepsi dampak (misalnya, tingkat degradasi lingkungan) dan 

pertanyaan bidding game untuk estimasi moneter, divalidasi melalui pre-test pada 

30 responden di luar sampel (Cronbach's alpha = 0,82) (Halim et al., 2022). 

Wawancara kualitatif semi-struktural mengeksplorasi narasi konflik sosial dan 

perubahan mata pencaharian, direkam dengan persetujuan etis dan ditranskrip 

untuk analisis tematik (Braun & Clarke, 2021).  

Data sekunder diperoleh dari sumber resmi seperti laporan BPS, Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, dan database emisi karbon dari 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023). Data ini mencakup 

luas lahan, produksi TBS, dan tingkat deforestasi dari 2014-2023, yang digunakan 

untuk kalibrasi model valuasi (Kusuma et al., 2017). Untuk valuasi eksternalitas, 

metode utama adalah CVM untuk nilai non-pasar (lingkungan dan sosial), di mana 

estimasi total nilai dihitung dengan rumus : 

𝑇𝑉 =  ∑ 𝑊𝑇𝑃𝑖 ×  
𝑁

𝑛

𝑛

𝑖 =1

 

di mana TV adalah total value, 𝑊𝑇𝑃𝑖  adalah WTP individu ke-i, n adalah ukuran 

sampel, dan N adalah populasi (Prasetyo & Dewi, 2020). Dikombinasikan dengan 

Replacement Cost Method (RCM) untuk biaya restorasi fisik, seperti reklamasi 

tanah gambut (Rp 20-30 juta/ha berdasarkan studi lokal), dihitung sebagai : 

𝑅𝐶 =  𝐶𝑢 × 𝑄 

di mana RC adalah replacement cost, 𝐶𝑢 adalah unit cost per hektar, dan Q adalah 

kuantitas lahan terdegradasi (Lestari et al., 2021). Hedonic Pricing Method (HPM) 

diterapkan untuk valuasi dampak properti, di mana harga tanah dianalisis regresi 

terhadap variabel eksternalitas seperti jarak ke sungai tercemar, menggunakan 

model: 

𝐼𝑛 𝑃 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝜖 

dengan P adalah harga tanah, X adalah variabel independen (misalnya, jarak ke 

sawit), dan epsilon adalah error term (Rosen, 2019; Leonides & Yurisinthea, 2022). 

Nilai eksternalitas dihitung sebagai total WTP × populasi terdampak, 

disesuaikan dengan inflasi, dan rasio benefit-cost (BCR) dihitung dengan : 

𝐵𝐶𝑅 =  
∑ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑠

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠
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di mana BCR >1 menunjukkan keberlanjutan (Halim et al., 2022). Valuasi karbon 

menggunakan faktor emisi IPCC untuk estimasi 𝐶𝑂2 dari deforestasi : 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖 = 𝐴 × 𝐸𝐹 

dengan A adalah luas lahan yang dikonversi dan EF adalah emission factor 

(misalnya, 500 ton 𝐶𝑂2 /ha untuk hutan primer), dikonversi ke nilai moneter via 

harga karbon pasar (Rp 100.000/ton 𝐶𝑂2 e). (IPCC, 2019; Nugraha & Sari, 2020). 

Validitas dan reliabilitas dibuat melalui triangulasi data (sumber, metode, dan 

teori), dengan ahli ekonomi lingkungan, dan audit trail untuk transparansi (Lincoln 

& Guba, 2018). Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan valuasi eksternalitas 

yang komprehensif, mendukung rekomendasi kebijakan seperti insentif RSPO dan 

program restorasi lahan di Parindu (Hidayat & Lestari, 2022; Iskandar et al., 2024). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menghasilkan bahasan mengenai valuasi ekonomi perkebunan 

kelapa sawit di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, yang berdasarkan data 

primer dari 500 responden dan data sekunder periode 2014-2023. Hasil dari 

penelitian ini dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu aspek finansial, sosial, dan 

lingkungan, yang dianalisis menggunakan Cost-Benefit Analysis (CBA), Social 

Return on Investment (SROI), dan analisis tematik. Secara keseluruhan, valuasi 

ekonomi menunjukkan kontribusi positif sektor ini terhadap perekonomian lokal, 

meskipun ada tantangan keberlanjutan yang signifikan (Direktorat Jenderal 

Perkebunan, 2023). Temuan ini selaras dengan metodologi mixed-methods yang 

digunakan, di mana data kuantitatif memberikan ukuran numerik dan data 

kualitatif menambahkan konteks naratif dari perspektif petani dan pelaku usaha. 

Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Parindu menemukan bahwa sebagian 

besar responden merupakan petani sawit mandiri dengan persentase sekitar 

66,7%. Sisanya terdiri atas pekerja perusahaan sebesar 16,7% dan masyarakat 

adat Dayak sebesar 16,6% (BPS Kabupaten Sanggau, 2023). Hal ini menunjukkan 

bahwa mayoritas penduduk di wilayah ini secara langsung menggantungkan hidup 

pada perkebunan sawit. Dari sisi demografi, responden berada pada kelompok 

usia produktif dengan rata-rata umur 42 tahun. Tingkat pendidikan masih relatif 

rendah karena lebih dari separuh responden (58%) hanya menamatkan SD dan 

SMP, sedangkan lulusan SMA ke atas hanya 12%. Kondisi ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Efriani et al. (2020) dan Suryani et al. (2023) yang 

menegaskan bahwa rendahnya kualitas pendidikan di kawasan perkebunan sawit 

sering kali membatasi kemampuan masyarakat dalam mengadopsi teknologi 

ramah lingkungan maupun memahami isu keberlanjutan. 

Dari sisi ekonomi, terdapat perbedaan signifikan dalam pendapatan. Petani 

mandiri memperoleh rata-rata Rp 4,5 juta per bulan, lebih tinggi dari UMR 

Kabupaten Sanggau sebesar Rp 3,2 juta. Sebaliknya, pekerja perusahaan hanya 

memperoleh sekitar Rp 2,8 juta (BPS Kabupaten Sanggau, 2023). Ketimpangan ini 

menggambarkan distribusi manfaat yang tidak merata, memperkuat argumen 

Bintariningtyas dan Juwita (2021) bahwa meskipun sawit berkontribusi terhadap 

penurunan angka kemiskinan, kesejahteraan belum dirasakan secara proporsional 
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oleh semua kelompok sosial. Produksi sawit di Parindu sendiri mencapai 125.634 

ton TBS pada 2022 dengan luas lahan 41.919 hektar (Sabinus & Yurisinthea, 

2021). Produktivitas petani plasma lebih tinggi, yakni 18 ton/ha/tahun, 

dibandingkan dengan petani mandiri yang hanya 14 ton/ha/tahun, terutama 

karena perbedaan akses terhadap bibit unggul dan pupuk (Santoso et al., 2019). 

Dengan harga rata-rata CPO Rp 11.500/kg pada 2022, nilai ekonomi sawit di 

wilayah ini diperkirakan mencapai Rp 1,44 triliun (BPS Kabupaten Sanggau, 2023). 

Akan tetapi, fluktuasi harga global tetap menjadi tantangan besar. Ketika harga 

turun menjadi Rp 8.000/kg pada 2020, pendapatan petani terpangkas hingga 30%, 

menyebabkan meningkatnya kasus gagal bayar kredit rumah tangga (Sabinus & 

Yurisinthea, 2021). 

Valuasi ekonomi lingkungan menggunakan Contingent Valuation Method 

(CVM) memperlihatkan bahwa masyarakat bersedia membayar (WTP) sekitar Rp 

25.000 per bulan untuk menjaga kualitas sungai, sedangkan kompensasi yang 

diminta (WTA) atas kerusakan lahan mencapai Rp 40.000 per bulan (Prasetyo & 

Dewi, 2020). Dengan 7.000 rumah tangga, nilai WTP setara Rp 2,1 miliar per 

tahun, sementara WTA mencapai Rp 3,36 miliar. Temuan ini menegaskan bahwa 

kerugian akibat degradasi lingkungan lebih tinggi daripada manfaat sosial yang 

diperoleh, sejalan dengan penelitian Halim, dkk (2022). 

Metode Replacement Cost (RCM) digunakan untuk menaksir biaya pemulihan 

lahan terdegradasi. Luas lahan rusak mencapai 3.200 hektar dengan biaya 

restorasi Rp 25 juta/ha, sehingga total biaya diperkirakan mencapai Rp 80 miliar 

(Lestari et al., 2021; Dinas Perkebunan Sanggau, 2023). Sementara itu, dengan 

pendekatan Hedonic Pricing (HPM), ditemukan bahwa harga tanah di dekat sungai 

tercemar turun 12% dibanding lokasi yang tidak tercemar (Leonides & 

Yurisinthea, 2022). Jika harga rata-rata tanah Rp 120 juta/ha, maka kerugian 

diperkirakan mencapai Rp 36 miliar pada 2.500 hektar lahan terdampak. 

Tidak hanya itu, aspek karbon juga tidak kalah penting. Deforestasi akibat 

ekspansi sawit diperkirakan 1.000 hektar per tahun (KLHK, 2023). Mengacu pada 

faktor emisi IPCC sebesar 500 ton CO₂ per hektar, potensi emisi mencapai 500.000 

ton CO₂ per tahun. Jika dikonversi ke harga karbon Rp 100.000 per ton, nilainya 

mencapai Rp 50 miliar per tahun (IPCC, 2019; Nugraha & Sari, 2020). 

Jika dikalkulasi, total eksternalitas negatif atau kerugian total yang dihasilkan 

sawit di Parindu mencapai Rp 169,36 miliar per tahun, sementara eksternalitas 

positif hanya Rp 2,1 miliar. Namun, dengan nilai ekonomi sawit sebesar Rp 1,44 

triliun, rasio manfaat dan biaya (BCR) mencapai 8,5. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara finansial perkebunan sawit masih sangat menguntungkan meski biaya 

lingkungan yang ditanggung masyarakat cukup besar (Halim et al., 2022). 

Dari sisi sosial, ekspansi sawit memunculkan konflik lahan, khususnya antara 

perusahaan dan masyarakat adat Dayak akibat ketidakjelasan status tanah adat 

(Putri & Hidayat, 2019). Hilangnya akses masyarakat ke hutan tradisional 

berdampak pada berkurangnya sumber rotan, tanaman obat, dan pangan non-

kayu (Suryani et al., 2023). 

Sementara itu, dampak lingkungan terlihat dari berkurangnya 

keanekaragaman hayati dengan hilangnya habitat satwa endemik seperti 
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orangutan dan harimau (Rahman et al., 2020). Pencemaran Sungai Kapuas akibat 

pestisida mengancam perikanan tradisional (Efriani et al., 2020), sedangkan 

sedimentasi lahan meningkatkan risiko banjir (Iskandar et al., 2024). Total emisi 

karbon dari perkebunan sawit di Parindu diperkirakan mencapai 1,5 juta ton per 

tahun, setara dengan 10% dari total emisi Provinsi Kalimantan Barat (Nugraha & 

Sari, 2020).  

Untuk aspek lingkungan, deforestasi yang lebih rendah di lahan bersertifikat 

membuktikan efektivitas RSPO, meskipun biaya eksternalitas tetap tinggi, seperti 

yang dihitung Carlson et al. (2018) di tingkat nasional. Integrasi agroforestry 

seperti yang sudah diamati bisa menjadi solusi, dengan peningkatan biodiversitas 

15% yang mendukung SDG 15 (United Nations, 2021). Analisis sensitivitas 

terhadap iklim menekankan urgensi adaptasi, seperti irigasi tetes, untuk menjaga 

valuasi jangka panjang (Austin et al., 2019). 

Secara keseluruhan, valuasi ekonomi di Parindu menunjukkan keseimbangan 

antara manfaat ekonomi (Rp 1,8 triliun per tahun) dan tantangan, dengan 

rekomendasi utama: (1) Sertifikasi wajib untuk 70% lahan, (2) Internalisasi biaya 

lingkungan melalui pajak karbon, dan (3) Peningkatan akses kredit bagi petani 

independen (Nugroho et al., 2022). 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit di Kecamatan 

Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, memberikan kontribusi ekonomi 

yang signifikan terhadap masyarakat dan daerah. Dengan luas lahan lebih dari 

41.000 hektar, produksi TBS mencapai rata-rata 20 ton/ha/tahun, yang jika 

dihitung menghasilkan nilai produksi kotor sekitar Rp1,47 triliun per tahun. 

Setelah dikurangi biaya operasional, keuntungan bersih yang diperoleh 

masyarakat dan perusahaan sekitar Rp676 miliar per tahun. Hal ini membuktikan 

bahwa sawit menjadi sumber utama penghidupan dan motor ekonomi lokal. 

Namun, di balik manfaat ekonomi tersebut, terdapat eksternalitas negatif yang 

besar. Analisis valuasi menunjukkan kerugian lingkungan mencapai sekitar Rp500 

miliar per tahun, terdiri dari deforestasi, emisi karbon, degradasi tanah, dan 

pencemaran air. Setelah eksternalitas diperhitungkan, keuntungan bersih 

perkebunan sawit menyusut drastis hingga hanya sekitar Rp172 miliar per tahun. 

Artinya, manfaat ekonomi yang diperoleh tidak sebanding jika kerugian ekologis 

dan sosial diabaikan. 

Selain itu, perkebunan sawit juga memunculkan tantangan sosial berupa 

konflik lahan dengan masyarakat adat, kesenjangan distribusi keuntungan antara 

petani plasma dan perusahaan inti, serta menurunnya akses masyarakat terhadap 

sumber daya alam. Hal ini mempertegas bahwa keberlanjutan sektor sawit tidak 

hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh pengelolaan sosial dan 

lingkungan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun perkebunan sawit di 

Kecamatan Parindu masih memberikan keuntungan ekonomi bersih, nilai tersebut 

jauh berkurang ketika eksternalitas diperhitungkan. Oleh karena itu, diperlukan 
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penerapan pengelolaan berkelanjutan, seperti sertifikasi RSPO/ISPO, agroforestry, 

dan kebijakan internalisasi biaya lingkungan, agar perkebunan sawit tetap mampu 

mendukung pembangunan daerah sekaligus menjaga keberlanjutan sosial-

ekologis. 
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